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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

(40 /HK.04.01/K.SN-22/09/2024 13 September 2024

Nomor

Sifat : Penting
Lampiran |-

Hal : Imbauan
Yth,

Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak llham Ari Fauzi A Uskara

(Bakal

di -

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar)

Tempat

A. Da
1.

B.

sar

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas
Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang
tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Tata cara Penanganan Pelanggaran Adminsitrasi Pemilihan Gubernur dan
wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
yang terjadi secara terstruktur sistimatis dan Masif

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggaraan pemilihan umum
dan pemelihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walkota Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang atas
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dsan Wakil Walikota;

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan
sengketa proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar
2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:




Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu kota Makassar:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang:

1. Pasal 22A ayat (3)
(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati,
serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh
Panwas Kabaputen/Kota.

2. Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat
6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai
dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan,
program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain
dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan
calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

3. Pasal73

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi
penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai
sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim
kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara
Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih
calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
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4. Pasal 187A ayat (1)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai
imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung
ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak
menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu
sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak
memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan yang demokratis, berkualitas dan
bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Guburnur dan Wakil Gubernur,
dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Makassar
menghimbau kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Kota Makassar untuk
Tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-Undangan
tersebut sekaitan dengan kegiatan yang mengarah kepada dugaan pelanggaran
politik uang atau bentuk lainnya, melibatkan pihak-pihak yang dilarang oleh
Peraturan Perundang-Undangan dan diwilayah yang tidak boleh dilakukan
aktivitas politik demi menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakli Walikota Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip
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